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PUTUSAN
Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.TR

DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Maros, 23 Desember 1975, agama
Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pelayan warung sambal bakar,
bertempat tinggal di Kabupaten Berau, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Maros, 08 April 1967, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan Tidak diketahui, bertempat tinggal
dahulu di Kabupaten Berau. Sekarang tidak diketahui alamatnya
dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Juli 2024 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor
338/Pdt.G/2024/PA.TR, tanggal 11 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat
pada tanggal 14 September 2002 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan
Bitung Tengah, Kabupaten Bitung, Provinsi Sulawesi Utara dengan Kutipan
Akta Nikah Nomor: 49/12/111/2006 tanggal 07 Maret 2006;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun
sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan
dan keduanya bertempat tinggal bersama selama 9 (sembilan) tahun di
Dusun Sari Kelapa, Kecamatan Bitung Tengah, Kabupaten Bitung, Provinsi
Sulawesi Utara kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di

Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
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3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai seorang anak yang
bernama ANAK lahir di Makassar, 06 Juli 2015, SD;
Bahwa anak berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah
dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit
didamaikan sejak Januari 2021;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
semakin tajam dan memuncak terjadi pada Juli 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut
adalah karena:
6.1. Bahwa Tergugat merupakan seorang yang tempramental, karena
setiap terjadi masalah kecil Tergugat selalu membesar-besarkan
masalah dan marah terhadap Penggugat tanpa membicarakan
solusinya dengan Penggugat, seperti pada saat Penggugat berinteraksi
dengan tetangga Tergugat langsung marah terhadap Penggugat;
6.2. Bahwa Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir terhadap
Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi
kehidupan sehari-hari;
7. Bahwa pada Juli 2021, Tergugat pergi tanpa izin meninggalkan kediaman
bersama, dan setelah kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah
kembali, Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat namun tidak
mendapat kabar tentang keadaan dan keberadaan Tergugat;
8. Bahwa untuk mengajukan perkara gugatan cerai Ghaib ini, Penggugat
memiliki surat keterangan ghaib tanggal 04 Juli 2024, yang di ketahui
Kepala Kampung Suaran Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau,
Provinsi Kalimantan Timur yang menyatakan jika Tergugat sudah tidak
tinggal di wilayah tersebut dan tidak diketahui alamatnya;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan
lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang
berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun

lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
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Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis
Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider:
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang
sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang
dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil sebanyak dua kali melalui
siaran radio Al-Hikmah Tanjung Redeb, sedang tidak ternyata bahwa tidak
datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara
menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat,
tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan
Tergugat;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena
Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara
dalam sidang yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-daliinya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7306086312750005 tanggal 11
Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
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Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, telah bermaterai cukup dan cocok
dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal dan kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 49/12/111/2006 tanggal 07 Maret
2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kabupaten Bitung, Provinsi
Sulawesi Utara, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya,
diparaf, diberi tanggal dan kode P.2;

3. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor 66/K-SR/SKG/VII11/2024 tanggal 19
September 2024 yang dikeluarkan oleh Ketua RT.05 dan diketahui
Kepala Kampung Suaran, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau,
telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi
tanggal dan kode P.3;

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI1, lahir di Pinrang 31 Desember 1966, agama Islam, pendidikan

SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Berau;
Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut
tata cara agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah
sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat, sedangkan Tergugat
adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di
Kabupaten Berau;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah
dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun
dan harmonis sejak tahun 2021, karena Tergugat pergi meninggalkan
kediaman bersama, hamun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya hingga
sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar, namun
tidak berhasil;
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2. SAKSI2, lahir di Pinrang, 10 Desember 1962, agama Islam, pendidikan
SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Berau;
Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut
tata cara agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah
sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat, sedangkan Tergugat
adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di
Kabupaten Berau;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah
dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun
dan harmonis sejak tahun 2021, karena Tergugat pergi meninggalkan
kediaman bersama, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya hingga
sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar, namun
tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang
pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan
tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dibacakan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan
Tergugat di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah,
Kabupaten Bitung, Provinsi Sulawesi Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
49/12/111/2006 tanggal 07 Maret 2006, dan saat ini rumah tangga Penggugat

dan Tergugat sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Penggugat mempunyai
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legal standing untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat sebagaimana
diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh
Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannnya dilangsungkan menurut
hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang
memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak datang,
maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk
memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati
Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil
secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang, dan
tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangannya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu
alasan yang sah, maka gugatan Penggugat harus diperiksa tanpa hadirnya
Tergugat (verstek) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah
dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit
didamaikan sejak bulan Januari 2021;

- Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut

adalah karena Tergugat merupakan seorang yang tempramental, karena
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setiap terjadi masalah kecil Tergugat selalu membesar-besarkan masalah
dan marah terhadap Penggugat tanpa membicarakan solusinya dengan
Penggugat, seperti pada saat Penggugat berinteraksi dengan tetangga
Tergugat langsung marah terhadap Penggugat, Tergugat kurang dalam
memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat, sehingga Penggugat harus
bekerja untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;

- Bahwa pada bulan Juli 2021, Tergugat pergi tanpa izin meninggalkan
kediaman bersama, dan setelah kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak
pernah kembali, Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat namun
tidak mendapat kabar tentang keadaan dan keberadaan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-
tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak
hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka
Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian
dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685
KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah
mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi (SAKSI1 dan
SAKSI2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi
syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende)
sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa
Nining Daming (Penggugat) adalah penduduk Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Buku Nikah) telah memenuhi syarat formil
dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) sesuai Pasal
285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa pernikahan
PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) terjadi pada tanggal
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14 September 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Bitung Tengah, Kabupaten Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan Ghaib) telah memenuhi
syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende)
sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, isinya membuktikan
bahwa Aan Syamsudin (Tergugat) telah pergi dari lingkungan RT. 05 Kampung
Suaran, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan
antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana disebutkan pasal
19 huruf (f), maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan
orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat memenuhi syarat formil
dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan
309 R.Bg. yang nilai pembuktiannya bersifat bebas (vrij bewijs kracht), sehingga
membuktikan bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah
dikaruniai satu orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
rukun dan harmonis sejak tahun 2021 karena Tergugat pergi meninggalkan
kediaman bersama, namun saksi tidak tahu penyebabnya dan Tergugat tidak
diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang, saksi sudah menasihati
Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti dari pihak ditemukan
fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 September
2002, dan telah dikaruniai satu orang anak;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak
tahun 2021 karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

3. Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih
pendapat ahli figih dalam kitab Al-Anwar Juz Il halaman 55;

s, &) 5l axtt 51 ls7 81 3an 3w Ol
Artinya : “Apabila Tergugat enggan, bersembunyi atau dia ghaib, maka perkara
itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti”;
Petitum

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 1 (satu) Penggugat
memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan
baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum
gugatan Penggugat di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 (dua), yang memohon agar
Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat,
sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim
berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah
sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya
dapat dikatakan sudah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang selalu
diliputi perselisihan, hingga berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang
lalu, tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah
rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak
dan kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat
dan Tergugat sudah lama terjadi konflik;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku
suami yang tidak datang ke persidangan untuk membela hak-haknya atau
setidak-tidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali
sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi-saksi
bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus

menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan
dengan cara menyarankan kepada Penggugat agar tetap rukun, namun
Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan
bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan
Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang
merupakan fakta hukum adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit
untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat
dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa
tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,
mawaddah, warahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan
suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi saling mencintai, saling pengertian
dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi
berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar
kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan
norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk
menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum
tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian
yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi
Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya salah satu pihak yang
meninggalkan pihak lain lebih 2 (dua) tahun lamanya, dan adanya perselisihan
dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat di
persidangan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum
Islam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak
satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga), perkara a quo
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termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini
dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
Amar Putusan
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari

Rabu tanggal 20 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18
Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh Fakhruzzaini, S.H.l., M.H.l. sebagai Ketua
Majelis, Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.l. dan Jafar Shodiq, S.H.l. sebagai
Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut
dan Dra. Emi Suzana sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Fakhruzzaini, S.H.l., M.H.I.
Hakim Anggota Hakim Anggota
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Ttd. Ttd.

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.l. Jafar Shodiq, S.H.l.

Panitera Pengganti
Ttd.

Dra. Emi Suzana

Perincian biaya :

1. PNBP Rp 60.000,00
2. Proses Rp 75.000,00
3. Panggilan Rp 400.000,00
4. Materai Rp 10.000.00
Jumlah Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)
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